BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.795, 2016 KEMENDAG. Dana. Alokasi Khusus. Juknis.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 104 /M-
DAG/PER/12/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan
pengembangan gudang, fasilitas, dan sarana
penunjangnya dalam kerangka sistem resi gudang
melalui Dana Alokasi Khusus, perlu mengubah beberapa
bagian petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus
sub bidang sarana perdagangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sarana
Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 104/M-DAG/PER/12/2015
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44006);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
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tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 78);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman = Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  50/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 390);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera
dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 210);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  48/M-
DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Manusia Kemetrologian (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 617);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  37/M-
DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang Dapat
Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi
Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 806) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013



